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1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara mengemban tugas mulia untuk menjamin tercapai
nya masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual, sesuai dengan
amanat pendiri bangsa ini melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Untuk itu,
Indonesia perlu menyadari pentingnya persaingan dalam dunia usaha demi
kemajuan negara Indonesia.

Persaingan adalah suatu perjuangan, perkelahian diantara dua atau lebih
individual untuk mencapai suatu hasil tertentu.® Secara biologis semua makhluk
hidup bersaing untuk mendapatkan kebutuhannya dalam bertahan hidup seperti
makanan, minuman, tempat tinggal, (sandang, pangan, papan dalam perumpamaan
Indonesia), juga pasangan hidup.? Hal ini juga berlaku bagi manusia, namun dalam
situasi yang lebih kompleks. Salah satu contoh persaingan yang sering ditemukan
dalam kehidupan sehari-hari berkaitan erat kegiatan ekonomi adalah persaingan
usaha.

Dalam dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai suatu hal yang
positif. Persaingan usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk saling

mengungguli mendorong manusia berkembang dan menciptakan hal-hal baru
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dalam kegiatan usahanya, selain itu persaingan usaha juga menuntut setiap
pengusaha untuk menjadi lebih efisien dan efektif dalam menjalankan kegiatan
usahanya.

Sebagai konsumen, mendapatkan pilihan produk unggulan dengan kualitas
dan harga yang terbaik merupakan sebagian kecil dari keuntungan yang dihasilkan
dari persaingan usaha.

Namun usaha perorangan sangatlah terbatas baik dalam mengembangakan
usahanya maupun berpartisipasi dalam perkembangan perekonomian nasional,
yang sangat krusial bagi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu
pelaku usaha yang sejenis maupun terkait memerlukan suatu wadah bagi mereka
untuk berkumpul dan menyamakan pandangan tersebut. Asosiasi merupakan solusi
untuk mengumpulkan para penopang perekonomian negara Indonesia.

Asosiasi adalah the act of a number of persons that acts with or without a
charter for special purpose or business® (terjemahan bebas: sekumpulan badan
hukum dengan kepentingan tertentu yang tanpa perjanjian dapat menentukan suatu
cara tertentu dalam melakukan suatu kegiatan), asosiasi bahkan dapat terbentuk
tanpa badan hukum dan dapat tetap mengeluarkan peraturan peraturan tertentu.
Selanjutnya asosiasi pelaku usaha atau yang disebut juga trade association adalah
a body representating organizations whithin the same trade which aims to protect

their collective interests, especially in negotiations with goverments and trade
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union* (terjemahan bebas :sebuah organisasi yang mewakili sekelompok badan
usaha jenis tertentu dengan tujuan untuk melindungi kepentingan sekelompok
usaha tersebut, serta mewakili kepentingannya dalam negosiasi dengan pemerintah
dan serikat dagang .)

Melalui asosiasi pelaku usaha, para pengusaha dapat saling bertukar
informasi, baik dari struktur dan keadaan pasar, tren masyarakat, sirkulasi produk
dalam pasar, harga jual pesaing, perkembangan teknologi di bidang usahanya serta
peraturan peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah lokal maupun internasional.
Informasi merupakan hal yang sangat krusial bagi seorang pengusaha karena setiap
keputusan bisnis yang diambil mengandung suatu resiko, sehingga informasi
sekecil apapun dapat mengurangi resiko tersebut.

Kebutuhan akan informasi merupakan tujuan dibentuknya sebuah asosiasi
pelaku usaha, namun hal ini juga yang membuat asosiasi pelaku usaha rentan di
salah gunakan. Informasi seperti harga modal, stok persediaan, harga jual
merupakan beberapa contoh informasi yang pada akhirnya menciptakan keadaan
pasar yang persaingannya tidak sehat. Dengan terkumpulnya informasi penting ini
dalam asosiasi pelaku usaha maka sangat mudah untuk asosiasi pelaku usaha untuk
memfasilitasi kegiatan kartel.

Dalam tujuan pembentukannya, asosiasi pelaku usaha adalah wadah

pengusaha yang memiliki tugas sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu untuk
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mensejahterakan anggota-anggotanya. Namun dalam prakteknya tindakan dan
keputusan asosiasi memiliki potensi untuk merugikan pihak lain.

Berdasarkan Undang- Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/1999)
pasal 1 angka (5) “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” Definisi
pelaku usaha ini sangatlah penting dalam penerapan undang undang anti monopoli
karena ini merupakan definisi subyek dari undang undang ini. Meskipun sudah
banyak kasus kartel yang di fasilitasi asosiasi pelaku usaha, namun pada prakteknya
dalam setiap tindakan yang di ambil oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan
Usaha) dalam memberantas praktek monopoli tidak pernah melibatkan asosiasi
pelaku usaha sebagai pihak terlapor, bahkan tidak melihat asosiasi sebagai subyek
hukum.

Kenyataan ini dapat di observasi pada banyak sekali asosiasi pelaku usaha
yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Kasus-kasus kartel seperti kartel ban
mobil yang baru-baru ini terbongkar memuat asosiasi mereka, Asosiasi Pengusaha
Ban Indonesia (selanjutnya disebut APBI) sebagai sarana untuk melakukan
kegiatan kartel. Namun dalam penyelesaian kasus ini, APBI hanya di sebutkan di

dalam putusan dan bukan sebagai pihak maupun terlapor.



Pada perkara Nomor 08/KPPU- 1/2014 yang melibatkan APBI, dapat
terlihat bagaimana peran sebuah asosiasi dalam memfasilitasi kegiatan Kkartel.
Namun dalam putusan tersebut APBI tidak termasuk dalam terlapor maupun turut
terlapor. Hal ini juga terjadi pada perkara Nomor 10/KPPU-1/2015 tentang Kartel
daging sapi impor dimana Asosiasi Produsen Daging & Feedlot Indonesia
(selanjutnya disebut APFINDO) melalui Asosiasi Pedagang Daging Sejabodetabek
(Selanjutnya disebut APDS) dan Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (selanjutnya
disebut APDI) melakukan perjanjian untuk membatasi ketersediaan daging sapi di
pasaran. Kejadian ini terulang kembali pada perkara Nomor 02/KPPU-1/2016
tentang kertel bibit ayam yang melibatkan Gabungan Perusahaan Pembibitan
Unggas (GPPU).

Harga dari suatu komoditas akan sangat tergantung dari permintaan dan
penawaran atas komoditas tersebut. Dengan mengatur jumlah komoditas yang
beredar di pasar maka harga dari komoditas tersebut akan sangat mudah untuk di
manipulasi. Kenaikan harga dalam teori dapat di lihat dengan adanya kelebihan
permintaan akan suatu komoditas beserta kekurangan penawaran akan komoditas
tersebut. °Asosiasi dapat melakukan pengaturan jumlah komoditas di pasar dalam
jangka waktu tertentu, dan hal ini pun dapat di lakukan dengan berbagai cara. Cara
yang pertama, asosiasi dapat melakukan pertemuan antar anggota untuk mencapai
kesepahaman akan hal ini, sehingga tiap anggota dapat menyesuaikan produksi

mereka. Ini merupakan metode yang di gunakan dalam kasus kartel ban mobil yang
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menggunakan acara-acara gathering untuk mengatur strategi. Bahkan dalam
keadaan tertentu pertemuan tidak diperlukan dalam mencapai kesepahaman ini,
seperti instruksi untuk tidak menerima pemotongan sapi impor dalam kasus kartel
sapi impor yang di lakukan cukup dengan menggunakan media surat edar.
Kenyataan bahwa asosiasi pelaku usaha memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi bahkan menjadi pihak dalam kegiatan yang dilarang di dalam UU
No. 5/1999 sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Bahkan di peraturan persaingan
negara lain seperti Uni Eropa, menyatakan dalam artikel 101 nomor (1) bahwa
semua perjanjian yang di lakukan oleh pelaku usaha serta semua keputusan dari
asosiasi pelaku usaha yang dapat mempengaruhi perdagangan diantara negara
anggota dengan cara membatasi atau menggangu persaingan dalam pasar
khususnya untuk perjanjian yang dapat secara langsung maupun tidak langsung
menentukan harga jual ataupun beli, mengatur atau membatasi produksi, pasar,
perkembangan teknis dan investasi, merugikan pihak dengan memeperlakukannya
dengan tidak adil, atau tidak setara dengan pihak yang memiliki kondisi serupa,
maupun menentukan syarat yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian yang

sedang dilakukan ®©

memperlihatkan betapa waspadanya Uni Eropa terhadap
kemampuan sebuah asosiasi pelaku usaha.
Kenyataan ini berbeda dengan keadaan yang terjadi di Indonesia. Subyek

UU No. 5/1999 sebagai peraturan tentang persaingan usaha di Indonesia terbatas

oleh definisi pelaku usaha dalam pasal (1) nomor (5) dan asosiasi pelaku usaha

® Terjemahan dari “Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European
Union - PART THREE: UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS - TITLE VII: COMMON
RULES ON COMPETITION, TAXATION AND APPROXIMATION OF LAWS - Chapter 1:
Rules on competition - Section 1: Rules applying to undertakings - Article 101 angka (1)



tidak tersebut secara jelas tertera dalam peraturan ini. Hal ini membuat status
asosiasi pelaku usaha sebagai subyek peraturan tersebut menjadi tidak jelas.

Keadaan ini yang membuat penulis menjadi tertarik untuk melihat
bagaimana status sebuah asosiasi pelaku usaha di Indonesia, khususnya dalam
peraturan tentang monopoli yang ada di Indonesia. Penulis ingin mendalami
tindakan-tindakan asosiasi pelaku Indonesia yang memiliki potensi untuk
mempengaruhi pasar serta seberapa siapkah undang-undang Negara Indonesia
untuk menjerat suatu asosiasi pelaku usaha bilamana tindakannya mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat.

Maka dari itu penulis memilih untuk membuat karya ilmiah yang berjudul
PERANAN ASOSIASI PELAKU USAHA INDONESIA DALAM
MEMFASILITASI KEGIATAN KARTEL .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok

permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan unsur-unsur sebuah asosiasi pelaku
usaha sebagai subyek hukum UU No. 5/1999 ?
2. Bagaimana peranan sebuah asosiasi pelaku usaha dalam praktek

kartel?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penulisan Tugas Akhir ini adalah:
1. Untuk mengetahui status hukum sebuah asosiasi pelaku usaha

dalam UU No. 5/1999.



2. Untuk mengetahui peranan sebuah asosiasi pelaku usaha dalam

praktek kartel.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang

hukum persaingan usaha dan ilmu pengetahuan hukum pada

umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a)

b)

Untuk penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi masukan yang bersifat akademik sebagai bahan
pertimbangan  untuk  menyelesaikan  perkara-perkara
selanjutnya dan dapat menjalankan fungsi penegakan hukum
dengan benar dan progresif sehingga dapat mencapai keadilan
yang substantif.

Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan  kontribusi  pemikiran dan meningkatkan
kesadaran warga Negara akan hak-nya sebagai konsumen
untuk mendapatkan produk yang sesuai baik dalam segi harga
dan kualitas serta dapat mendeteksi jika mereka merasa
dirugikan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan

bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan



d)

dengan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia termasuk
mengenai asosiasi pelaku usaha dan perannya dalam praktek
monopoli.

Untuk pelaku usaha diharapkan dapat dijadikan bahan acuan
dalam bertindak untuk melaksanakan kegiatan usahanya
sehingga tidak membawa kerugian terhadap para

konsumennya.

1.5 Sistematika Hasil Laporan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti hasil penelitian

Tugas Akhir ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab

guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap bentuk laporan

penelitian yang akan disajikan. Sistematika penulisan laporan penelitian ini

akan dibagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut terdiri dari:
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PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima
bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, serta manfaat penelitian ini bagi masyarakat
umum, akademisi, maupun pejabat pemerintahan terkait.
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan menjelaskan tinjauan kepustakaan yang
berisikan teori secara umum dan menyeluruh mengenai
persaingan usaha, kartel, kegiatan persaingan usaha tidak

sehat dalam praktek kartel, pelaku usaha, serta asosiasi



BAB Il

BAB IV

BAB V

pelaku usaha. Bab ini juga akan dilengkapi dengan kerangka
konseptual dan sumber hukum yang menjadi pedoman
dalam penulisan topik bahasan yaitu status hukum asosiasi
pelaku usaha dalam UU No. 5/1999 Tentang Persaingan

Usaha.

METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjabarkan jenis penelitian, prosedur
memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, hambatan serta
penanggulangan dalam melakukan penelitian ini. Hal-hal
tersebut merupakan metode penelitian yang akan digunakan
sebagai dasar dalam penelitian penulis sesuai dengan topik
yang penulis bahas dalam skripsi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITAN

Dalam bab hasil penelitian, maka penulis akan menganalisa
bagaimana status hukum asosiasi pelaku usaha di Indonesia
berdasarkan UU No. 5/1999, selain itu penulis juga
menganalisa peranan dari asosiasi pelaku usaha dalam
kegiatan Kkartel.

PENUTUP

Isi bab ini adalah kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.
Selain itu, penulis juga akan memberikan saran untuk

penyelesaian permasalahan dalam bab ini.
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